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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2020/PA.Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim  telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  dalam hal  ini  memberikan  kuasa  khusus  kepada  Ahmad Haris

Muizzuddin, S.H., Rucher King Sirait, S.H., dan Ratna Pertiwi,

S.H,  Advokat  yang  berkediaman  di  Jalan  Cokro  Suwarno

Sukaraja  V  Desa  Sukaraja  Kecamatan  Gedong  Tataan

Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus  yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Gedong  Tataan

dengan Nomor 24/Kuasa/2020/PA.Gdt tanggal 08 Januari 2020,

sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  16 Januari 2020

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal

21  Januari  2020  dengan  register  perkara  Nomor  64/Pdt.G/2020/PA.Gdt,

mengemukakan dalil-dalil, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah  yang  menikah

pada tanggal  13 Oktober 2004 di  rumah kediaman orangtua Penggugat,

dengan wali  nikah Ayah kandung Penggugat,  yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Gedong  Tataan
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Kabupaten  Pesawaransesuai  denganKutipan  Akta  Nikah  tanggal  04

Oktober 2004;  

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan Suka sama

Suka dengan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  bergaul  layaknya  suami  istri  dan

dikaruniai dua  orang anak,  saat  ini  kedua  anak  tersebut  bersama

Penggugat;  

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat

tinggal  dirumah  kediaman  orangtua  Penggugat,  lalu  Penggugat  dan

Tergugat menumpang dan tinggal di kediaman keluarga Penggugat di Desa

Taman  Sari,  hingga  akhirnya  berpisah,  saat  ini  Penggugat  tinggal  di

kediaman  keluarga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  lagi  diketahui

keberadannya;  

5. Bahwa  pada  mulanya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  dalam

keadaan rukun dan damai akan tetapi semenjak Oktober 2005, mulai terjadi

pertengkaran  dan  perselisihan  didalam rumah tangga  antara  Penggugat

dan Tergugat, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan

Tergugat adalah:

- Bahwa  Tergugat  selalu  bersikap  egois  dan  temperamental,  suka

mengeluarkan kata kata yang kasar terhadap Penggugat, Tergugat juga

tidak  segan  untuk  memukul  bahkan  mencekik  Penggugat  apabila

sedang  dalam  keadaan  marah  hingga  menyebabkan  Penggugat

mengalami trauma dan luka luka di tubuh pengguat;  

- Bahwa  Tergugat  tidak  bertanggung  jawab  dengan  biaya  hidup  dan

ekonomi rumah tangga sehari hari, nafkah yang diberikan oleh Tergugat

untuk kehidupan rumah tangga tidak pernah mencukupi, Tergugat tidak

ada  upaya  untuk  mencukupi  kebutuhan  rumah  tangga,  sehingga

Penggugat harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga;    

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat  terjadi  pada

bulan  Desember  2018  dengan  sebab  bahwa  Penggugat  dan  Tergugat

bertengkar secara terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau merubah

sikapnya terhadap Penggugat, Tergugat yang kerap egois, emosi dan kasar
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apabila ada perselisihan didalam rumah tangga, bahkan hingga memukul

Penggugat,  Tergugat  juga  kerap  cemburu  buta  yang  mengakibatkan

pertengkaran hebat di dalam rumah tangga, Penggugat kemudian pulang

ke rumah orangtua Penggugat dan tidak berselang lama Tergugat kemudian

pergi dari rumah kediaman keluarga Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat

tidak  pernah  datang  kembali  serta  tidak  pernah  memberi  kabar  kepada

Penggugat dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia;  

7. Bahwa semenjak Penggugat pergi hingga saat ini  Tergugat tidak pernah

datang serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin

kepada Penggugat;  

8. Bahwa  Penggugat  telah  berusaha  mencari  Tergugat,  namun  Penggugat

tidak  berhasil,  serta  semenjak  Tergugat  Pergi  meninggalkan  rumah

Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun bathin

dan Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan

cara bersabar dan menunggu datangnya Tergugat, namun sampai saat ini

Tergugat  tidak  ada  kabar  beritanya,  sehingga  Penggugat  sudah  tidak

sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa  berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  Penggugat  mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  cq.  Majelis  Hakim

yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatanPenggugat; 

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR

Apabila  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama Gedong  Tataan  berpendapat  lain

mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  dalam  perkara  aquo,  Penggugat  telah  memberikan  kuasanya

kepada  AHMAD  HARIS  MUIZZUDDIN,  S.H.,  RUCHER  KING  SIRAIT,  S.H.,

DAN RATNA PERTIWI, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Gedong  Tataan  dengan  Nomor
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24/Kuasa/2020/PA.Gdt  tanggal  08  Januari  2020,  Majelis  Hakim  telah

memeriksa identitas dan kelengkapan surat kuasa yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari  sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili

kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap

sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dengan  nasihat  tidak  berhasil  untuk

mengurungkan  niat  Penggugat  tetap  mengajukan  gugatannya  dan  mediasi

tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang

isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir

di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak dapat

didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan

alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

a. Fotokopi  Surat  Keterangan  Domisili  atas  nama  Penggugat  Nomor

471/794/v.01.16/2019  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Desa

Tamansari Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran tanggal

02 Oktober 2019 Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 

b. Fotokopi  Kutipan Akta  Nikah dari  Kantor  Urusan Agama Kecamatan

Gedong Tataan, Nomor 736/25/X/2004 Tanggal 04 Oktober 2004, bukti

surat  tersebut  telah  dinazegelen  dengan  meterai  cukup,  telah

dicocokkan  dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua

Majelis diberi tanda P.2; 
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c. Fotokopi  Surat  Keterangan  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa

Tamansari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran tanggal

10 Desember 2020, bukti  tersebut telah dinazegelen dengan meterai

cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

merupakan tetangga dekat Penggugat ; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah orang tua Penggugat di Tamansari Gedong Tataan ; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran; 

- Bahwa  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  dimulai  terjadi  sejak

akhir 2005; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  masalah  ekonomi  yang  kurang  karena  Tergugat

pengangguran,  selain  juga  Tergugat  mempunyai  sifat  yang

tempramental; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat bertengkar beberapa

kali; 

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat menampar Penggugat; 

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun

2018, tanpa pamit dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas; 

- Bahwa  Tergugat  sudah  dicari  keberadaannya  akan  tetapi  tidak

diketemukan; 

- Bahwa Tergugat sudah berulang kali  ditelphon akan tetapi nomornya

sudah tidak aktif lagi; 
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- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah; 

- Bahwa pernah diusahakan berdamai dengan musyawarah oleh pihak

keluarga  maupun  tokoh  masyarakat,  namun  tidak  berhasil  karena

Penggugat tetap ingin bercerai; 

- Bahwa saksi ikut terlibat dalam merukunkan Penggugat dan Tergugat; 

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Saksi 2,  di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

merupakan tetangga Penggugat ; 

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak begitu jauh, dan

saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan

Tergugat;

- Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal  di  rumah

orang tua Penggugat di daerah Tamansari; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai dua orang anak

dan saat ini ikut bersama dengan Penggugat ; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun,  namun sekarang ini  rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi

sejak tahun 2005; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena masalah ekonomi yang kurang, karena Tergugat tidak

mempunyai  pekerjaan  sehingga  Tergugat  tidak  mampu  memberikan

nafkah  kepada  Penggugat,  dan  juga  Tergugat  gampang  marah  dan

temperamental ; 

- Bahwa  sepengetahuan  saksi,  Tergugat  pernah  memukul  Penggugat

dengan tangan kosong; 
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- Bahwa Tergugat  saat  ini  telah  pergi  meninggalkan Penggugat  tanpa

pamit, dan tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar

Negara  Republik  Indonesia  sudah  lebih  kurang  2  tahun  sejak  akhir

tahun 2018; 

- Bahwa Tergugat sudah dicari keberadaannya akan tetapi tidak berhasil

ditemukan ; 

- Bahwa Tergugat sudah dicari melalui telpon dan dicari kerumah orang

tua Tergugat akan tetapi tidak diketemukan, dan orangtua Tergugat pun

tidak mengetahui keberadaannya; 

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah

lagi berkomunikasi juga tidak ada lagi pemberian nafkah; 

- Bahwa  pernah  diusahakan  berdamai  oleh  keluarga,  namun  tidak

berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai; 

- Bahwa  saksi  tidak  ikut  terlibat,  tetapi  mengetahui  sendiri  upaya

tersebut; 

- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa  atas  keterangan  para  saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam berita  acara  persidangan perkara  ini  sebagai  bagian

yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai

dengan  ketentuan  Pasal  145  R.Bg  juncto  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, begitu

pula Kartu  Tanda Pengenal  Advokat  (KTPA) Kuasa Penggugat,  telah sesuai

dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
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Advokat,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  harus  menyatakan  bahwa  Kuasa

Penggugat  merupakan  subjek  pemberi  bantuan  hukum  yang  sah  sehingga

Majelis  Hakim dapat  menerima dan memberi  izin  kepada Kuasa Penggugat

untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan

menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan

Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang

Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun  2009 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan  dalam  perkara  a  quo,  maka  Majelis  Hakim  tidak  dapat

memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud

pasal  4  ayat  (2)  huruf  (b)  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat tidak  pernah  hadir  di

persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  dan  tidak

ternyata  tidak  hadirnya tersebut  disebabkan oleh  suatu  halangan yang sah,

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan

sepanjang  gugatan  Penggugat mempunyai  alasan  serta  tidak  bertentangan

dengan  hukum,  maka  berdasarkan  ketentuan  Pasal  149  Ayat  (1)  R.Bg.,

gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang,  bahwa  alasan  pokok  Penggugat  mengajukan  gugatan

perceraian  adalah  bahwa sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

diakibatkan  Tergugat  kurang  memenuhi  kebutuhan  nafkah  dalam  rumah

tangga, karena malas bekerja dan tidak memiliki pekerjaan tetap; 

Tergugat  sering  melakukan  tindak  kekerasan  fisik  terhadap  Penggugat

seperti menampar Penggugat; sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah

tempat  kediaman  sejak  Tahun  2018  selama  kurang  lebih  2  tahun  sampai

sekarang,  dan  selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak
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menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

tidak mengajukan bantahan atas dalil-dalil  gugatan Penggugat, namun karena

perkara  ini  perkara  perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk

membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti

yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk Penggugat telah mengajukan alat  bukti  surat

P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan surat keterangan domisili

bukan merupakan akta otentik melainkan surat lain selain akta yang memiliki

nilai  pembuktian  bebas,  namun  oleh  karena  tidak  ada  bukti  lain  yang

melemahkan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  alat  bukti  ini  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  lengkap  baik  lahir,  formil  maupun  materiilnya,

sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874-KUH Perdata, Majelis

Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam

perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan

kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junctis Pasal 1

ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  dan  Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum Islam, Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang untuk menerima

dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta autentik

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  umum,  telah  memenuhi  syarat  formil  dan

materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

(volledig en bindende bewijskracht), Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 dapat

diterima  sebagai  alat  bukti  yang  sah  dalam  perkara  ini,  dan  harus  pula

dinyatakan  bahwa  daripadanya  telah  membuktikan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan
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pasal  7  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam.  Oleh  karenanya,  Penggugat  dan

Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  P.3  yang  merupakan  surat  keterangan  lurah

bukan merupakan akta otentik melainkan surat lain selain akta yang memiliki

nilai  pembuktian  bebas,  namun  oleh  karena  tidak  ada  bukti  lain  yang

melemahkan,  maka  Majelis  Hakim  berpendapat  alat  bukti  ini  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  lengkap  baik  lahir,  formil  maupun  materiilnya,

sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874-KUH Perdata, namun

Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  bukti  tersebut  perlu  didukung  dengan

keterangan  saksi  untuk  mengetahui  benar  tidaknya  Tergugat  telah

meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi,

keduanya telah memberikan keterangan dan disumpah untuk menjadi  saksi,

serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal

172 ayat (1) R.Bg  juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, junctis Pasal

134 Kompilasi  Hukum Islam),  maka secara formil  saksi-saksi  tersebut dapat

diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  2  (dua)  orang  saksi  berdasarkan

pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri,

dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai

dengan  dalil-dalil  dan  alasan  pokok  gugatan  Penggugat,  dengan  demikian

saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat-syarat materiil, sehingga

keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti  yang cukup

mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara

ini; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi-saksi  berdasarkan  pengetahuan

yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi,

ternyata kedua saksi dapat menjelaskan penyebab (Vreem de Oorzaak) dan

akibat  hukum  (Rechts  Gevolg)  dari  ketidakrukunan  dalam  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal
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antara  Penggugat  dan  Tergugat,  karenanya  keterangan  saksi-saksi  tersebut

dapat dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  sehubungan  alat  bukti  saksi  telah  memenuhi

ketentuan  syarat  formil  dan  materil,  maka  nilai  kekuatan  pembuktian  yang

terkandung di dalamnya bersifat  bebas (vrij  bewijs kracht).  Dan berdasarkan

Pasal  308  ayat  (1)  dan  309  R.Bg,  Majelis  Hakim  menilai  alat  bukti  saksi

Penggugat  dapat  diterima sebagai  alat  bukti  yang sah,  dan nilai  kebenaran

yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat

tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  gugatan  Penggugat,  yang  didukung

bukti tertulis, serta keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim menemukan

fakta–fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat

tinggal di wilayah Kabupaten Gedong Tataan;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  rukun dan

telah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa sekurang-kurangnya sejak bulan Oktober Tahun 2005 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini sudah tidak rukun lagi, karena

sering berselisih dan bertengkar;

5. Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

disebabkan karena Tergugat kurang memenuhi kebutuhan nafkah keluarga

6. Tergugat melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat;

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan

Tergugat,  sekurang-kurangnya sudah pisah selama kurang lebih  2 tahun

dan  selama  itu  pula  keduanya  tidak  pernah  melaksanakan  hak  dan

kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa,  baik  Majelis  Hakim  dalam persidangan,  maupun  pihak  keluarga

Penggugat  dan  Tergugat  sudah  berusaha  menasehati  Penggugat  dan

Tergugat,  telah  pula  dilakukan  upaya  musyawarah  keluarga  untuk

merukunkan Penggugat  dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  karena

Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas,

Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat

dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) sehingga rumah

tangga  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

dipertahankan  lagi  (onheel  baar  tweespalt)  dalam  membina  rumah  tangga

sebagaimana disebutkan dalam Pasal  39 ayat  (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun  1974,  sehingga  tujuan  pernikahan  untuk  membina  keluarga  sakinah,

mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor

1  Tahun  1974,  juncto Pasal  3  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  sebagaimana

dimaksudkan al Qur’an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud; 

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  dapat  rukun  kembali  baik  oleh  pihak  keluarga

maupun  oleh  Majelis  Hakim,  namun  usaha  tersebut  tidak  berhasil,  karena

Penggugat  tetap  bersikukuh  untuk  bercerai  dengan  Tergugat,  maka  hal  ini

menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat

terhadap  Tergugat,  dan  oleh  karenanya  Majelis  Hakim  sependapat  dan

mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang

dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

علــيه      لــزوجهاطلـــق وجـــة رغـبــةالـــز م واذااشتــــدعد

طـــلقــة  بائنــة القاضــى

Artinya:  “Di  saat  istri  telah  memuncak  rasa  tidak  suka  terhadap  suaminya,

maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah

tangga  Penggugat  dan Tergugat  yang sudah pecah  dan  tidak  ada harapan

untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari

pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap

maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

tidak rukun, ditandai dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
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terus menerus, serta telah diupayakan upaya damai secara maksimal dan tidak

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum

tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga  gugatan  Penggugat  patut  untuk

dikabulkan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu

perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daad), maka sesuai Pasal 149

(1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud

Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugro

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan sebagaimana maksud

Pasal  19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116

huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, dan tidak melawan hukum, maka gugatan

Penggugat  dapat  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  ba’in  shugro

Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf

(c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, maka  Panitera Pengadilan Agama Gedong Tataan diperintahkan

untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum

tetap  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat

kediaman Penggugat  dan  Tergugat  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  di  tempat

perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan  pasal-pasal  dari  peraturan  perundang-undangan  yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan patut  untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;  

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; 

4. Membebankan  biaya perkara  kepada Penggugat  sejumlah Rp 376000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Gedong  Tataan  pada  hari  Senin tanggal  08  Juni  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal  16  Syawwal  1441 Hijriah  oleh  ELIS MARLIANI,

S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, WAWAN MULYAWAN, Lc. dan MUHAMAD

AINUN NAJIB, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis  beserta  para  Hakim Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  NURUL

HUDA,  S.H.I. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh  Kuasa

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

WAWAN MULYAWAN, Lc.

Ketua Majelis,

ELIS MARLIANI, S.Ag., M.H.
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MUHAMAD AINUN NAJIB, S.H.
Panitera Pengganti,

NURUL HUDA, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Panggilan Rp 250.000,00

4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00

5. Redaksi Rp 10.000,00

6. Meterai Rp             6.000,00  

J u m l a h Rp 366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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